QANUN
KABUPATEN BIREUEN
- NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
i BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Manimt;fang ¢ a bahwa untuk kelanceran dan tertib administrasi penyelenggaraan
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dipandang perfu menata
kembali Perangkat Daersh yang menangani fungsi Pengeloiaan

- Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan membentuk Badan Pengelota
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 3,
perly menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daersh
Otonem Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomer 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1103);

2. Undang ......coovivviins



- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok
Kepsgawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3041) sebagaimana ielah diubah dengan
Undang-Undang Momor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 4999
Nomor 169, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3880);
. Undang-Undang Nemor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun
1988 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomar 3862);
. Undang-Undang Normor 48 Tahun 1209 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 {Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomar 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963):

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangen  ({Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tenlang Penetapan Peraturan Pomerintah Panggant|
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubzhan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan Daerah menjad;
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

7.Undang .vveecvnvonnne.
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- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan ‘Negara

{Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Namaor 12886);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Megara
Nemor 4355);

. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antera Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomar 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

v

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

{Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4633};

- Peraturan Pemierintzh Nomor & Tahun 1988 tentang Keondinasi Kegiatan

Instansi Vertikai di Daerah (Lembaran Negara Tahun 19588 Nemor 10
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3753,

. Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal Daerah Otanem
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 -tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawal Negeii Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4014});

14, Peraturan.......c.......



14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan -
Pegawal Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukturat (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahur 2003 tentang Pedoiman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan -
Lembaran Negara Nomor 4262);

16. Peraturan  Pemeriniah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Deerah
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1657);

17. Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomior
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

18. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tertang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/iota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Jeris
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

21, Peraturan Menter| Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menterf Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah,

Dengan i s



Menetapkan

Dengan Parsetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN QRGANSAS|
DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAM DAN KEXKAYAAN
DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalatn Qanun i yang dimaksud dengan
1. Daersh Otonom selanjuthya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten
Bireuen;

2. Gtonomi Dagrah adalah Kewenangan Dasrah Gtonom untuk mergatur dan
mengurus kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
herdasarkan’ aspirasi masyaraket sesuai dengan Paraturan Perandang-
undangar;

3. Pemerinteh Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagal unaur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Sekretaris Dagrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Birsuer:

8. Perangkat Dagrah adelah Organisasilembaga pada Pemerintah Daersh
yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupeti dalam
menyelenggarakan Pemerintahan, yaity terdir afas  Sekretariat Daersh,
Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
yang Organisasinya terbentuk sesuai dangan kewsnangan dan kebutuhan
daerah;



7. Badan Pengelala Keuangan dan Kekayaan Dagrat adalah Badan Pengelola’
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireusn sebagai unsur
penunjang dalam Penyslenggaraan Otonormi Dagrah Kabupaten Bireven;

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupater: Bireven,

BABII
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Dasrab
Kabupaten Bireuen,

BAB I
ORGANISAS]

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3
(1) Badan Pengslola Keuangan dan Kekayaan Daerah menspakan unsur

Penunjang Pemerintah Dasrah di Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah,

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daersh dipimpin cleh searang
Kepala Badan yang berada dibawah dan henanggung;awah kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah,

Pasal ...




Pasal ¢
Badan Pengelola Kevangan dan Kekayaan Dagrah mempinyai tugas membanty
Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kauangan
dan Kekayaan Dasrah dan melaksanakan tugas fain sesyai dengan kebijakan

yang ditetapkan olel Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal §

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Baday

Pengelolz Keuangan dan Kekayaen Dasrah mempunya fungsi :

8. pelaksanaan kebilakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {APBD);

b. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

¢ pelaksanaan pergendatian Anggaran Pendapatan dan Beianja Daeran
{APED),

d. pelaksanaan pernungutan pajak dasrah;

& pelaksanaan sistem akuniansi dan pelaporan keuangan daerah;

f. pelaksanaan kebljakan pengadaan, inventarisasi dan pengelolaan serts
penghapusan barang milik dagrah;

9. pengelolaan  administrasi  umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, periengkapan dan ketatalaksanaan badan;

h. pengeloiaan linit Pelaksana Teknis {UPT) Badan,

Bagian Kedua % -
Susunan Organisasi

Pasal 6
{1} Susunan Organisasi Badan Pengelola Kevangan dan Kekayaan Daerah terdi]
dari:

a.kepala .



. Kepala Badan;

. Bagian Tata Usaha;
. Bidang Pendapatan;
. Bidang Pembiayaan;

a o o op

e, Bidang Kekayaan;
1. Bidang Pembukuan dan Verifkasi;
g Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
2. Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan,

{3) Bidang Pendapatan terdiri dari -
a. Sub Bidang Pajak dan Retribusi;
k. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain,

(4) Bidang Pembiayaan terdiri dari :
a. SubBidang Anggaran;
b. Sub Bidang Pembendaharaan dan Belanja Pegawai.

(5) Bidang Kekayaan terdiri dari:
2, Sub Bidang Analisa Kebutuhan:
b.  Sub Bidang Inv isasi, Pemeiharaan dan P hay

(6) Bidang Pembukuan dan Verifikasi terdiri darf -
a. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Pembpiayaan;
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Fasal i



Pasal 7

(1) Uraian tugas jabatan Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang
sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 akan ditetapkan lehih lanjut dengan
Peraturan Bupati,

12) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejmiah tenaga kerja terampil

dalam jenjang Jabatan Fungsional yang ferbagl dalam berbagal kelompok
sesval dengan bidang keatliannya.

(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan
Kekayaan Dagrah sebagaimana tercanturn dalam lampiran merupakan bagian
yang fidak terpisahkan dengan Qarun ini,

Paragraf 1
Kepaia Badan

Pasal 8

{f) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Bupat melalui Sekretaris Dacrah,

12) Kepata Badan mempunyal tugas :

a. memimpn badan pengelola keuangan dan kekayaan daersh dalam
pelaksanaan tugas yang ditstapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kebijakan pemeriritah daerah;

5. menylapkan kebijakan umum daerah dibidang pengelolaan keuangan dan
Kekayaan daerah,

¢. melaksanakan tugas-tugas kedinasen lainnya yang diberikan oleh bupati.

Faragraf ........ RS
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Paragraf 2
Baglan Tata Usaha

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan
administrasi,

{2} Bagian Tata Usaha dipimpin olet seorang Kepala Bagian Tata Usaha yarig
berada dibawah dan bartanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pagal 10

Baglan Tata Usaha mempunyal lugas melaksanakan Pembinaan Administrasi,
Perencanaan Program Kerfa, Urusan Urmium dan Tata Usaha, Kepegawaian,
Hukum dan Tatalzksana, Keuzngan dan periengkapan Badan F‘engeh)la
Keuangan dan Kekayaan Daeral,

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian

Tata Usaha mempunyal fungsi ;

a. pengelolaan wrusan rumab langga, sural menyural, kearsipan dan
keprotokolan; -

b, menyusun dan menyajikan Informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangap;

d. pengelotaan dan pengadministrasian perlengkapan Badan;

& Pelaksanaan ............
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e. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan semua
unit organisas difingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah;

f. pelaksanaan tugas-tugas lein yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12
(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari ;
8. sub bagian umum dan kepegawalan;
b. sub bagian keuangan,

{2} Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah  dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang
tugasnya. ’

Pasal 13

{1) Sub Bagian Umum dan kepegawalan mempunyai tugas mengelela urusan
surat menyurat, perjalanan dinas, urusan rumsh tangga, perlengkapan,
administras! kepegawalan dan ketatalaksanaan dan kesejahteraan pegawal.

12) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan anggaran, administrasi keuangan, penyusunan daftar gaii dan
tunjangan pegawal, membuat laporan bulanan dan penutupan kas.

Paragraf 3
Bidang Pendapatan
Pasal 14
(1) Bidang Pendapatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang program dan
pendapatan.
(2) Bidang ..




12

(2} Bidang Pendapatan dipimpin’ oleh segrang Kepala Bidang yang berada
dihawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan peneriinaan
daerah, menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah,

Pasal 16 i

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang

Pendapatan mempunyai fungsi:

8. penyusunan rancangan perafuran tentang pelaksanaan pengslola ksuangan
dan pendapatan daerah; 7

b. pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah;

¢. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

d. pelaksanaan pemgendalian pendapatan daerah;

Pasai 17

(1) Bidang Pendapatan terdiri dari :
8. sub bidang pajak dan retribusi;
b, sub bidang pendapatan (ain-lain,

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang -berada dbawat dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan sesua dengan bidang
tugasnya.



Pasal 18

{1) Sub Bidang Pajak dan  Retrbusi  mempunyal lugas  melakukan
penyelenggaraan Kegialan pendafiaran dan pendataan WPAWR, pendataan
objek dan subjek pajak dan retribusi, permeriksaan dan penetapan pajak dan
retiibusi, terhadap WPIWR dan pererbitan kartu NPWPDINPWRD,

{2} Sub Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan administrasi
sumber penerimaan BUMD, pengurusan tata usaha, pendapatan lain-lain,
penarimaan dasrah sekiar hasil perjualan barang milik daerah, sumbangan
phak ketiga, jasa giro, bagi hasil pajak dan lainlain yang Herhuhungan
dengan penerimaan daerah.

Paragraf 4
Bidang Pembiayaan

Pasal 19
{1) Bidang Pembiayaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembiayaan.

{2) Bidang Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Fasal 20

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menylapkan bahan perumusan kebijakan
dan pelsksanaan pembisyaan yang mefiputl penyusuran anggaran belania,

administrasi dan perbendaharaan.

Bonil it



Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas set gaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang

Pembiayaan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembiayaan;

b, pelaksanaan (penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan
perubahan anggaran belanja;

€. penyusunan neta keuangan;

d, penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;

& pembinaan kebendaharawanan,

Pasal 22
{1) Bidang Pembiayaan terdiri dari :
2. Sub Bidang Anggaran;
b. Sub Bidang Pembendaharaan dan Belanja Pegawai,

(Z}IMasing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirmpin
dleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
hertanggungjawah kepada Kepala Bidang Pembiayaan sesual dengan bicang
fugasnya.

Pasal 23

(1} Sub Bidang Anggaran mempunyai tuges melakukan pengumpulan bahan
penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{APBD), pelunjuk teknis pelaksanaan APBD serta menyidpkan dan menyusun
nota keuangan yang akan disampaikan kepada DPRD.

(2} Sub ...
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(2) Sub Bidang Pembendaharaan dan Belanja Pegawal mempunyai Augas
melakukan dan menerbitkan SPMU, menguji kebenaran penarikan uang,
membina  ketata  usahaan keungan, pengeluaran  masalzh
perbendaharawanan.

Paragraf §
Bidang Kekayaan
Pasal 24
{1) Bidang Kekayaan adatah unsur pelaksana teknis dibidang kehiayaan,

(2) Bidang Kekayaan dipimpin oleh seorang Kepala E-idang yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25 .
Bldang Kekayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan kebifakan
dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah.

Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bigang
Kekayaan mempunyal fungsk:
2, penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan dasrah;
b. penyusunan rencana kebutuhan;
¢ pengelalaan pengadaan dan Inventarisasi barang milik daerah:

d. pengslolaan dan p

1 serta penghag barang milik daerah.
Pasal 27
{1) Bidang Kekayaan terdiri dari ;
a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
b, Sub Bidang Inventarisasl, Pemeliharaan dan Penghapusan.

(2) Masing ...............
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(2} Masing-masing Sub Bidang éebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin -
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah den
bertanggungjawab kepeda Kepala Bidang Kekayaan.

Pasal 28

(1} Sub Bidang Analisa Kehutuhan mempunyai tugas mefakukan perencanzan
dan penyustnan rencana kebutuhan barang.

(2) Sub Bidang Inventarisasi, Pemefiharaan dan Penghapusan mempunyai tugas
nerigelolaan, pengadzan  dan  inverterisasi  barang,  pengelnlaan,

p 1 serta penghapusan barang.

Paragraf 6
Bidang Pembukuan dan Verifikasi

Pasal 29
{1 Bidang Pembukuan dan Verifikas! adalah unsur pelaksana teknls dibidang

pemeliharaen dan verifikasi,

(2) Bidang Pembukuan dan Verifikas! dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
herada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepata Badan.

Pasal 30

Bidang Pembukuan dan Verifkasi mempuriyal tugas menyiapkan bahan,

perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi.

Pasal ...l



Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang
Pembukuan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

a. penylapan bahan perumusan kebijakan dan pembukuan dan verifikasi;

b. pelaksanaan pembukuan;

¢. pelaksanaan verifikasi;

d. penyusunan pelaporan.

Pasal 32

(1) Bidang Pembukuan dan Verifikasi terdiri dari:
a. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Pembiayaan;
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bideng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin "
oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibéwah- dan bertanggunyjawsab
kepada Kepala Bidang Pembukuan dan Verifikasi sesual dengan bidang
tugasnya,

Pasal 33

{1} Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Peribiayaan mempunyzi tugas
melakukan administrasi pembukuan dan verifikasi terhadap pendapatan dan
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBR), melakukan
pembukuan secara sistematis dan krenclogis serta menyiapkan bahan
penyusunan perhitungan anggaran dan pemeriksanaan/penelitian terhadap
realisasi anggaran langsung dan tidak langsung.
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(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan  mempunyai tugas me!akukah

perencanaan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Informasi
Manajemen Satu Atap (SIMTAP) ;

Pasal 34

{t) Pada Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dibeniuk
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sister Informasi Manajemen Satu Atap
(SIMTAP).

{2) Pembentukan Unit. Pelaksana Teknis {UPT} sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan Pengelola Keungan dan Kekayaan
Daerah yang ditelapkan bersamaan dengan ganun inl dan merupakan
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dar Qanun ini.

Pasal 35

(1) Unit pelaksana Tsknis (UPT) Sistem informasi Manajemen Satu Afap
{SIMTAP) merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang perizinan
yang berada dibawzh dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) SIMTAP dipimpin cleh kepala unit yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan,




BAB Y
KEPEGAWAIAN
Pasal 36
Kepzla Baden Pengelola Xeuangan dan Kekayaan Daerah diangket dan
diberhentikan ole‘ﬁ Bupati.
Pasal 37

Unsur-unsur fain difingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Caerah
diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan
dari Bupati dengan mempertimbangkan wsul dari Kepala Badan

Pasal 28

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjaiankan tugasnya karena berhalangan, .
maka Kepela Badan dapat menuniuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan
mempertimbangkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

Pasal 38

Jenjang Kepangkatan dan Formas! Kepegawslan ditstapkan sesual dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagal 40

Eselon Jabatan pada Badan Pergelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah
sebagal berikut :

a. Kepala Badan adalah Jabatan Esefon il.b;

b, Kepala Bagian Tata Usaha adah Jabatan Eselon lil.a;

¢. Kepala Bidang adalah Jahatan Eselon lil.a;

d. Kepala ...
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d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Esefer, Vg
¢, Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Fselon IV.a;
. Kepala UPT SIMTAP adalah Jabatan Esalon ¥ a.

BABV
TATA KERJA
Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sefiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga
fungsienal wajib renerapkan prinsip koordinasi, integrasl dan sinkronisas! baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisas! dilingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain dituar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas masing-masing,

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawas! bawahannya masing-rasing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap  pimpinan  satuan  organisasi bertanggungjawab memimpin  dan
mengkeordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan sera

petunjuk bagi pelaksartaan tugas bawahannya.

Pasal 44

Settap Pimpinan saluan organisas! wajib mengikuti dan mematuhi petunfuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laparan
berkala tepat pada waktunya,

Pasal ....
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Pasal 45

Setiap laporan yzng diterima oleh pimpinan satuan organisasi deri bawzhannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagal bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajlb disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja. i

Pasal 47

Dalam meiaksanakan fugas setiap pimpinan sstuan organisasl dibantu cleh
satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimblngan kepada
bawahan masing-masing, wajit mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Dengan berlakunya Qanun ini, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2005
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Kabupaten Bireuen dan Ketentuan Pasal 53, 54, 55 dan 56 Qanun Kabupaten
Bireuen Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susuran Crganisasi dan
Tala Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak"
berlaku.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjand 7mengenai ketentuan
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50
Qanun ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Birsuen.

Ditetapkan di Bireuen
padatanggal..B Februari 2007

Diundangkan di Bireuen
pada tan 12 Februari 2007

HKABUPATEN BIREUEN,

BASAN BASRI DJALIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 3
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PENJELASAN
ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2907

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAK KABUPATEN BIREUEN

I PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentany
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah diberikan kewenangarn ;
untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuar-
keuangan Daerah.

2. Bahwa unfuk terciptanya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya gunz
dan berhasil qune serta adanya dasar hukum dalam pengefolaan keuzngan dan
kekayaan Daerah yang tepat dan cepat sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen
Akuntansi dan Keuangan Daerah (SIMKUDA), maka perlu dibentuk Organisas! dan Tata
Kerja Badan Pengelcia Keuangari daerah Kabupaten Bireuen.

fl. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL -

Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

Pasal ...




Fasai 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jelag
Pasal 4
. Cukup jelas
Pagal §
Cukup jelas
Pasal
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat {2)
Cukup jelas
Ayat {3)
Cukup felas
| Ayat (4)
‘ Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

24



Ayat{6)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat {2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1}
Cukup jelas
“Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jeias
Pasai 10

Cukup jelas

25
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Pasaf 11
. Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jefas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat(l)
: Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jeles
Pasal 18

Cukup Jetas



Pasai 17
. Ayat{1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pagal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas



Fasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pagel 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup jeias
Pasal 24
Ayat (1)
Cukuip jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas



Pasal 27
Ayat (1}
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Fasal 28
l Ayat(n
Cukup jelas
Ayat{2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
. Cukupjelag
Ayat {2)
Cukup jelas
Pagal 30
Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas

29



Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jefas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat 1)
Cukup jelas
Ayat {2}
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2}
Cukup felas
Pasal 35
Ayat{1)
Cukup jelas
Ayat {2)

Cukup jelas
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Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 48
Gukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR. 3



i’M SUSUNAN ORGANISAS] DAN TATA KERJA BADAN PENGELCLA
P!NGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

]

KEPALA BADAN

‘- Lampiran

BAGEAN
TATA USAHA

+ Qanor Kabupaten Bireyen
Nomaor : 3 TAHUN 2007

Tanggal : 8 Februar: 2007

KELOMPOK JABATAN =
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
R e o | ! UMUM DAN KEPEG AWALLY l KETANGAM
| ‘ : 4 . g R
i 8
| BIDANG ; BIDANG BIDANG BIDANG
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